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Membacs

Menimbang :

Mergingat

SUKL DINAS PENDIDIKAN MENENGAM
KOTA ADMINISTRAS] JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN KEPALA SUKL DIMAS PENDIDIKAN MEMENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR : 23 /2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN
FENDIDIKAM AMAK USIA DINI NON FORMAL

DENGAMN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKL DINAS PENDIDIXKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRAS] JAKARTA PUSAT

surat Permnohonan Perpanjangan izin prinsip penvelengoarzan Pendidikan Angk
Usia Dini Mon Formal Jenis Pendidikan - Satuan Pendidikan Sejenis (SP5) dari
FACHMA DESIAMNT selaku pemilik/Penanggunn Jawab PALUD WIIAYA KUSIMA T
Mameor @ 052/-1.855,3/ 14 tanggal 2 Juni 2014 serta larmpiran-lampirannya.

a. hahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Sshsi PMFT Suku Dinas
Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarts Pusat , Kepala Seksi
Dinas Pendidikan  Menengah  Kecarmatan Gambic dan Penifik 246
Kecamatan  Gambir maka dapat diberikan Perpanjangan izin prinsip
penyelonogarazn;

b. bahwa izin penyelenggarazn Pendidikan Anak Usia Dini Mon  Formal
terscbut dapat diberikan dalam  batas-batas ketentuan  hukum dan
paraturan perundang-undangan vang berlaky,

1. Undang-undang Momor 34 thun 1999, tentang Pemerintaban Daarah

Khusus Tbukota Negara Republis Indonesia Jakarta;

Undang-undang Momor 20 tabun 2003, tentang Sistim  Pendidikan

Masional;

3. Undang-undang Nemor 32 tahun 2004, tentang Pemerintzhan Daearah;

4. Peraturan Femerintsh Momor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra

Sekolah;

Peraturan Pemsrintah Nomar 73 tahun 1591 lentang Pendidikan Luar

'"HaEkolah;

Peraturan  Pemerintzh  Nomor 38 Tabun 15992, lenzang  Tenaga

“ependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah

Momar 32 Tahun 2000;

/. Perzlyran Pemerdntah Momor 39 Tabon 19582, tenlang Peran Serta
Masyarakat dalam Pendidikan Masianal;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewsnangan
Fernarintan dan Kewenangan Provinsi sebagai Dagrah Olonom;

9. Peraluran Pemerintaih Nomor 25 Tahun 2005, tentang Standar Masional
Pendidikan;

10 Peraturan Daerah Provingi Deerzh Khusus Thukotz Jakada Momor &
Tahun 2006, tenlang Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Thukota
Jakarta;

1L Peraturan Daersh Provinsi Daerah Khuesus [bukota Inkarts Momor 10
Fahun 2008, tentang Crganisasi Perangkal Daerah;

12 Peraluran Gubernur Provins! Dacrah Khusus Ibukota Jakarta Nomar 1149
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